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BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah tertulis dalam bab pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa upaya Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di zona
ekonomi eksklusif Indonesia yaitu diranah internasional, Indonesia turut aktif
dalam hal pemberantasan lUU Fishing. Salah satunya yaitu dengan ikut dalam
kerjasama internasional Regional Fisheris Management Organization
(RFMO). Sementara diranah nasional, Indonesia melalui Menteri Kelautan
dan Perikanan telah mengeluarkan KEPMEN Nomor KEP/50/MEN/2012
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal,
Ureported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Dalam hal penanganan kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah
perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses
pelaku pelanggaran. Hal inilah yang membuat negara-negara tetangga tidak
menjadi segan terhadap Indonesia dan mengakibatkan kasus-kasus semacam

ini selalu terjadi di wilayah perairan Indonesia.
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Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani masalah illegal

fishing kurang serius. Indonesia lebih mengedepankan isu-isu seperti korupsi

di birokrasi dibanding isu-isu mengenai illegal fishing.

B. Saran

Saran agar Indonesia dapat memberantas atau mengurangi illegal

fishing di wilayah perairan Indonesia:

L4

Menindak tegas seluruh pelaku pelanggaran illegal fishing di wilayah
perairan Indonesia tanpa melihat faktor-faktor tertentu seperti hubungan
baik antar negara.

Menambah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor
pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya kapal-
kapal asing masuk secara sembarangan.

Mengedepankan isu-isu yang menyangkut illegal fishing.

Memperbanyak kerjasama internasional dibidang illegal fishing.
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